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a Bahwa penyelenggaraan Sistem Pelaporan (SPP) telah menjadi
best practice pada Perusahaan yang telah menjalankan GCG dan
telah terujp efektifitasnya dalam menurunkan tindakan pelanggaran
di masing-masing Perusahaan;

b Bahwa PT Mitra Karya Prima periu untuk membentuk dan
melaksanakan SPP agar dapat mendukung terselenggaranya GCG
dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara Perusahaan terhadap
ketentuan dan standar etika yang berlaku serta mencegah tindakan
pelanggaran di Perusahaan;

c Bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a2, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama
antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Mitra Karya Pnma tentang
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).
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MITRA KARYA PRIMA TENTANG SISTEM PELAPORAN
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' | Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistieblowing System) PT Mitra

 Karya Prima sebagaimana dimuat dalam fampiran Keputusan ini |
' Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistieblowing System) PT Mitra
Karya Prima wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Karyawan,
. Direksi, Dewan Komisaris serta organ pendukung Dewan Komisaris.
Direksi PT Mitra Karya Prima bertanggungjawab untuk memastikan
bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini
dikomunikasikan, disosialisasikan dan di implementasikan di
. Perusahaan. ) . |
Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian han terdapat kekeliruan akan diadakan

.. pembetulan sebagaimana mestinya.
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Latar Belakang

Kebutuhan akan terselenggaranya Good Corporate Govemnance (GCG) baik di
lingkungan instansi pemernntah maupun Perusahaan telah berkembang sedemikian
rupa sehingga berbagai organisasi yang peduli terhadap good governance telah
mengeluarkan berbagai pedoman terkait prinsip, kerangka kerja dan sistem
penyelenggaraan good govemance. Sejalan dengan hal tersebut pencegahan dan
penanganan terhadap berbagai tindak kecurangan (fraud) menjadi bagian penting
dan program yang dikembangkan oleh instansi sektor publik dan Perusahaan untuk
mendukung terciptanya penyelenggaraan good governance secara efektif. Sistem
Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS) telah diakui sebagai
alat yang cukup efektif untuk menurunkan berbagai tindak pelanggaran (wrong
doing) yang dilakukan oleh Karyawan dan manajemen suatu organisasi

PT Mitra Karya Prma telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan
implementasi SPP dalam rangka penyelenggaraan good govemance agar
Perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan
perilaku yang bersih dan jajaran karyawan dan manajemen Perusahaan Sebagai
wujud dari kesadaran dan sifat antisipatf Perusahaan terhadap kebutuhan
pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut Direksi Perusahaan mengambil
prakarsa untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan
Perusahaan.

. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) bertujuan untuk menyediakan suatu
panduan bagi interal Perusahaan dalam menangani adanya pelaporan pelanggaran
di ingkungan Perusahaan.

Sasaran dari penyusunan sistem pelaporan pelanggaran adaiah:

1. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efeklif laporan-laporan
pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor

2. Mengintegrasikan SPP dalam sistem pengendalian intemal perusahaan dan
manajemen risiko yang mendukung penyelenggaraan Good Corporate
Govemance.



Beberapa manfaat dan penyelenggaraan SPP yang baik antara lain adalah :

. Tersedianya cara penyampalan informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada
pihak yang harus segera menanganinya secara aman.

Tersedianya mekanisme deteksi dini (early waming system) atas kemungkinan
terjadinya masalah akibat suatu peianggaran.

. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara intemal
terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders),
regulator dan masyarakat umum.

. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian
internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperiukan.

Daftar Istilah yang Digunakan

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistieblowing system) adalah sistem yang
digunakan untuk menampung, mengolah dan menindakianjuti serta membuat
pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan
pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Mitra Karya Prima.

2. Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan
Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang beraku,
peraturan Perusahaan, pedoman perlaku Perusahaan serta moral bisnis yang
sehat.

3. Pelapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dan lingkungan
internal maupun ekstemal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai
kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan
oleh Perusahaan.

4. Terapor adalah Direksi, Dewan Komisans, Organ Pendukung Dewan Komisaris
dan seluruh Karyawan Perusahaan.

5. Pelaporan tindak pelanggaran adalah laporan tindakan pelanggaran atau
pengungkapan perbuatan yang melanggar pedoman perilaku Perusahaan, tidak
sesuai moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perusahaan.

6. Indikasi awal adalah informasi yang ada di dalam pelaporan, yang memuat
permasalahan tindak pelanggaran, siapa yang teribat, bentuk dan besar
kerugian, kapan serta tempat terjadinya yang disertai dengan bukti yang
memadai.

7. Tindak lanjut penenmaan laporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan
bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yang telah
dilaporkan melalui sarana yang tersedia oleh Perusahaan.

8. Korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian dan/atau setiap orang yang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara

9. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain
penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran
dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian atau
kerugian nyata terhadap Perusahaan atau orang lain.



10. Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang
sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam
bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan
jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi
atau korporasi.

11. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan uang, hadiah dan
hiburan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri, yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan
wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan
kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun
profesionalisme seseorang.

12. Benturan kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang
dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu kebka seseorang yang
mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadigolongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan
kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan
kinerja yang seharusnya.

13. Pencunian adalah mengambil barang atau sesuatu baik seluruhnya atau
sebagian kepunyaan Perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum.

14. Penyalahgunaan jabatarvkewenangan adalah tindakan atau perbuatan yang
menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk
mencapai tujuan tertentu dan menyimpang dan tujuan awal jabatan/kewenangan
tersebut diberikan.

15. Ekstemal investigator adalah pihak dan luar Perusahaan yang bersifat
independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak
langsung yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara
khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.

D. Proses Penanganan laporan Pengaduan Pelanggaran
a. Sarana Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

1) Perusahaan wajib menenma dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran
dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dan barang bukti.

2) Pengaduan pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas
dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran
yang akan disampaikan
Pelapor anonim dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk
memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan
komunikasi dan klarfikasi atas laporannya tersebut sehingga ada
kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.

3) Perusahaan memberikan tanda terima atas pengaduan pelanggaran yang
diajukan secara tertulis dengan identitas.

4) Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh Badan Hukum/Lembaga,
maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:

i) Fotokopi bukti identitas Badan Hukum/Lembaga

i) Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan
pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum
tersebut.



5) Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah

melalui surat tertulis atau email dan ditujukan kepada:

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

PT Mitra karya Prima

Grand Ketintang Jalan Raya Ketintang Raya | No. 14 A Surabaya
Email : info@mitrakaryapnma.com

. Jenis Pelanggaran
Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) melalui Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sebagai berikut.

NOAGOLON -

Benturan kepentingan

Korupsi

Kecurangan

Pencurian/penggelapan

Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa
Penyalahgunaan jabatan/kewenangan

Suap/gratifikasi.

. Pengelola Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

Sistem pelaporan pelanggaran (WBS) dikelola oleh Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran dan penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya
yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Investigasi Karyawan.

1) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Tim Pengelola Pengaduan Palanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi
PT Mitra Karya Prima dan beranggotakan karyawan yang disesuaikan
dengan kompetensi dan keahliannya.

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola

pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:

a. Menenma pelaporan pelanggaran.

b. Menganalisa kecukupan bukti pendukung.

¢. Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih
lanjut.

d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program periindungan pelapor
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama
aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperiuan ini
anggota Tim Pengelola Pengaudan Pelanggaran mendapatkan akses
terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional apabila diperiukan.

Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapat akses

pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Komisans Utama.

Dalam menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses

lebih lanjut, Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus memperhatikan

hal sebagai berikut

a. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi,
maka Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyerahkan laporan
pelanggaran tersebut kepada Dewan Komisaris. Penanganan lebih lanjut
dilakukan oleh Dewan Komisaris dan atau ekstemal investigator.

b. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan
Komisaris atau anggota organ pendukung Dewan Komisaris maka Tim
Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran



tersebut kepada Direksi. Penanganan lebih lanjut atas laporan
pelanggaran tersebut dilakukan oleh Ekstemal Investigator.

c. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Karyawan PT
Mitra Karya Prma maka Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada pejabat yang
berwenang memberikan sanksi dan selanjutnya Direksi menugaskan Tim
Investigasi Karyawan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks,
rumit dan memeriukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam maka Tim
Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk
dilakukan audit khusus teriebih dahulu, sebelum dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut oleh Tim Investigasi Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Tim
Pengelola Pengaduan Pelanggaran maka yang bersangkutan harus di
non aktifkan untuk sementara sampar menunggu hasil verifikasi dan
investigas.. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan
diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat
melakukan penggantian keanggotaan Tim.

2) Tim Investigasi Karyawan

Tim Investigasi karyawan berfungsi untuk menindaklanjuti penerimaan
pelaporan yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap
substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Dalam melakukan
tugasnya, Tim Investigasi Karyawan berpedoman pada ketentuan yang
mengatur tentang peraturan disiplin Karyawan Perusahaan.

Dalam hal investigasi terbukti adanya pelanggaran, maka Tim mvestngam
Karyawan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang
dilakukan untuk diputuskan oleh pejabat yang berwenang memberikan
sanksi. Akan tetapi apabila tidak terbukti, maka proses investigasi dihentikan
dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan.

d Batas Waktu Tindak Lanjut laporan Pengaduan
Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan
pengaduan yang masuk dan akan memutuskan periu tidaknya dilakukan
investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30
(tiga puluh) han dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa |laporan pengaduan tidak benar dan
tidak ada bukti permulaan yang cukup maka tidak akan diproses lebih lanjut.
Apabila hasil venfikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai
bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap
investigasi. Hasil investigas! tersebut disampaikan kepada Direksi (jika terlapor
Anggota DewanKomisaris/organ pendukung Dewan Komisans), Dewan
Komisaris (jika terfapor anggota Direksi); Pejabat yang berwenang memben
sanksi (jika terlapor Karyawan), untuk dilakukan investigasi dan penanganan
lebih lanjut.
Perusahaan melalui Tim pengelola pengaduan Pelanggaran dapat
menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses
penyelesaian pengaduan pelanggarankepada pelapor yang meminta penjelasan
kepada Perusahaan mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.



Untuk pengaduan pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perusahaan
untuk memberikan tanggapan.

e Tindak Lanjut Investigasi Laporan Pelanggaran
Apabila berdasarkan hasil audit khusus atau investigasi yang dilakukan oleh Tim
Investigasi Karyawan ditemukan bukti tambahan yang menyebabkan terjadinya
penambahan terlapor dari pihak Direksi dan atau Dewan Komisans dan atau
Organ pendukug Dewan Komisans, maka investgasi lebih (anjut dilakukan oleh
ekstemal investigator untuk menjaga independensi investigasi.
Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi
dan atau Dewan Komisans dan atau Organ pendukung Dewan Komisans dan
terdapat hal-hal yang memeriukan keputusan lebih fanjut maka Direksi dan
Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut ke Pemegang Saham.
Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak
pidana, maka dapat ditindakianjuti proses hukum yang beriaku kepada lembaga
penegak hukum dengan Direksi dan Dewan Komisans sebagai pejabat penyerah
perkara.

f. Laporan Periodik Pelaksanaan Sistem Pelaporan pelanggaran

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan Tim Investigasi Karyawan memiliki
kewajiban untuk menyusun laporan secara periodik atas hasil penerimaan
laporan pelanggaran dan hasil tindak lanjut dan pelaporan tersebut Laporan ini
ditujukan kepada Direksi sebagai bentuk dan akuntabilitas sistem pelaporan
pelanggaran ini.
Adapun isi dari laporan tersebut minimal berisi sebagai berikut:
a) Laporan penenmaan laporan pelanggaran :

- Jumiah laporan yang diterima.

- Jenis-jenis pelanggaran yang dilaporkan.
b) Laporan analisa dan kompilasi pelaporan pelanggaran :

- Hasil analisa terhadap jenis pelanggaran yang dilaporkan.

- Pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran.

- Pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran.

- Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan.
c) Laporan tindak lanjut pelaporan pelanggaran :

- Hasil investigasi atas pelaporan pelanggaran.

- Rekomendasi yang diberikan atas hasil investigasi.

- Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi

Status Pelaporan
Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan sistem pengaduan pelanggaran, status
tindak lanjut yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
a) Masih terbuka, belum dilakukan analisa terhadap laporan tersebut.
b) Diteruskan ke Unit/fungsi terkait.
c) Memeriukan bukti tambahan.
d) Tidak dapat ditindaklanjuti.
e) Dalam proses investigasi.
f) Sudah digapat hasil investigasi.
g) Disposisi tindak lanjut dan pejabat yang berwenang.
h) Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut.
i) Selesai/close



E. Perlindungan Kepada Pelapor

1.

Bentuk Perlindungan Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad
baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang
terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem
Pelaporan Pelanggaran (Whistieblowing System). Maksud dan adanya
perfindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran
dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya.

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan standar dari
Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

a. Pemecatan yang tidak adil

b. Penurunan jabatan atau pangkat.

c. Pelecehan atau disknminasi dalam segala bentuknya.

d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

Selain periindungan diatas, untuk pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga

akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperiukan), sejalan dengan yang

diatur pada pasal 43 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang

tindak pidana pencucian uang dan pasal 13 UU No. 13 tahun 2006 tentang

perlindungan saksi dan korban, dan pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata

Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang, yaitu:

a. Perlindungan dan tuntutan pidana dan/atau perdata,

b. Perindungan atas keamanan pnbadi, dan/atau keluarga pelapor dan
ancaman fisik dan/atau mental;

c. Perlindungan terhadap harta pelapor;

Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan/atau,

e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap
tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada
sengketa pengadilan.

a

Dalam hal pelapor merasa periu, pelapor juga dapat meminta bantuan pada
Lembaga Periindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No. 13 tahun
2006.

Kerahasiaan (Confidentiality) dan Perlindungan Pelapor

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh
Perusahaan. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diben
jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum
memeriukan dibukanya identitas pelapor.

Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan peiapor dilakukan melalui Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran, yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi
ini pelapor juga bisa memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang
dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau tidak.

Bila pelapor adalah karyawan Perusahaan, maka Perusahaan memberikan
informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut



Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara
pelapor dengan Perusahaan, termmasuk didalamnya kerahasiaan terhadap apa
yang terjadi pada terlapor.

Dalam hal pelapor adalah orang luar dan bukan karyawan Perusahaan, maka
Perusahaan dapat memberikan informasi perkembangan penanganan hasil
pelaporan pelanggaran tersebut melalui fasilitas yang disediakan Perusahaan.

. Pemberian Insentif

Perusahaan dapat memberikan penghargaan/insentif kepada pelapor atas
pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga asetkeuangan Perusahaan dapal
diselamatkan. Bentuk dan besamya penghargaan yang diberikan ditetapkan
berdasarkan kebijakan Direksi.

. Laporan Palsu

Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung
unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa
dasar/bukti yang jelas, maka pelapor tersebut dapat digugat balk atau dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas waktu Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran
Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan
peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum laporan

pengaduan disampaikan.

Hubungan Antar Proses Dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran terdapat 5 (lima) proses/mekanisme kerja
yang saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana tercantum dalam alur proses
sistem pelaporan peianggaran. Kelima proses tersebut adalah:

a._ Proses penerimaan pelaporan

Proses perlindungan saksi

Proses investigasi pelaporan

Proses pembenan insentif

Proses akuntabilitas pengelofaan informasi pelaporan
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. Dasar Hukum

1. Peraturan Internal Perusahaan
Dengan tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur sistem pelaporan
pelanggaran (WBS), maka untuk sekior swasta, peraturan pelaksanaan WBS ini
harusiah bertumpu pada peraturan intemal yang ada. Peraturan intemnal
Perusahaan yang ada.
a. Anggaran Dasar PT Mitra Karya Prima
b. Pedoman Good Corporate Govemnance (GCG) PT Mitra Karya Prima
c. (Code of Conduct) Pedoman Etika Usaha dan Tata Penlaku PT Mitra Karya
Pnma
d. Peraturan Perusahaan PT Mitra Karya Prima
e. Keputusan Direksi Mengenai Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
f. Keputusan Direksi Mengenai Tim Investigasi

2. Peraturan Perundangan Indonesia terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran






